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ABSTRAK 

 

 

Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu daerah penghasil garam terbesar di 

Indonesia dengan total produksi mencapai 312.061 Ton, salah satu daerah di 

Kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan pertambakan garam yakni di 

Kecamatan Pademawu. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki, perlu diimbangi 

dengan pengaturan secara khusus untuk memberikan kepastian dan perindungan 

hukum terhadap masyarakat terutama para pelaku usaha garam yang ada di 

Kecamatan Pademawu, dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa terdapat Undang-

undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, 

pembudidaya ikan dan petambak garam, dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Dalam praktiknya terdapat berbagai 

permasalahan, seperti kebijakan Impor garam, penggelapan hasil tambak garam yang 

dapat merugikan para pekerja tambak garam yang dapat menimbulkan kerugian, 

namun atas hal tersebut berdasarkan faktanya pengaturan yang ada mulai dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 belum mengatur 

aspek pidana terkait dengan bermacam-macam pelanggaran yang dapat merugikan 

para pelaku usaha tambak garam. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang 

bagaimana peraturan perlindungan hukum petambak garam di Kabupaten Pamekasan 

ditinjau dari aspek pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang 

menggunakanpendekatan dengan metode pendekatan yuridis sosiologi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam belum mengatur terkait ketentuan 

pidana terhadap berbagai macam-macam pelanggaran yang dapat merugikan para 

pelaku usaha tambak garam, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana 

terkait pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan. 
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ABSTRACK 

 

Pamekasan Regency is one of the largest salt-producing areas in Indonesia 

with a total production of 312,061 tons, one of the areas in Pamekasan Regency 

which is famous for salt aquaculture is in Pademawu District. With the utilization 

of its potential, it needs to be balanced with special arrangements to provide legal 

certainty and protection to the community, especially the salt business actors in 

Pademawu District, and as we have seen that there is Law no. 7 of 2016 concerning 

the Protection and Empowerment of fishermen, fish cultivators and salt farmers, 

and Pamekasan Regency Regulation Number 5 of 2019 concerning the Protection 

and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivation and Salt Farmers. In practice 

there are various problems, such as the salt import policy, embezzlement of salt 

pond products which can harm salt pond workers which can cause losses, but based 

on the fact that existing regulations starting from the Pamekasan Regency Regional 

Regulation Number 5 of 2019 have not regulated criminal aspects related to various 

violations that can harm salt farming business actors. Therefore, it is necessary to 

do research on how the legal protection regulations for salt farmers in Pamekasan 

Regency are viewed from the criminal aspect and how the form of criminal liability 

is. 

This research is an empirical legal research, which uses a sociological 

juridical approach. 

 

The results of the study show that the Pamekasan Regency Regulation 

Number 5 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish 

Cultivators and Salt Farmers has not regulated criminal provisions for various kinds 

of violations that can harm salt farming business actors, so that in terms of criminal 

liability related to violations it cannot be done. 
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